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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

NOMOR 11 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016-2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

 

Menimbang  : a.  bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah 

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2016-2021; 

  b.  bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 sudah 

tidak sesuai dengan tujuan pembangunan daerah 

Provinsi Kalimantan Utara, sehingga perlu dilakukan 

perubahan; dan 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. 
    

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 
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  3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  4.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5362); 

  5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

  10.  Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 3); 
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  11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan 

atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 

  12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2036); 

  13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

  14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan 

Pelaksanaan Kajian Lingkungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 

  15.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan  Lembaran  Daerah  

Provinsi  Kalimantan  Utara Nomor 1); 

  16.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 

2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan  Lembaran 

Daerah  Provinsi  Kalimantan  Utara Nomor 2); 

  17.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara 

Nomor 5); 
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  18.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017–2037 (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah  Provinsi  Kalimantan  

Utara Nomor 7); 

Memperhatikan   :   Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 

2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri. 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

dan 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN 

UTARA TAHUN 2016-2021. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2) 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 11, angka 12, angka 

15, angka 16 dan angka 24 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut:  
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 

1 (satu) tahun 

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen 

perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 

(lima) tahun bagi Perangkat Daerah. 

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara yang selanjutnya disebut Renja-PD, adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas 

dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap 

program sebagai acuan dalam penyusunan rencana 

kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 

16. Kerangka pendanaan adalah  program dan kegiatan 

yang disusun untuk mencapai sasaran hasil 

pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari 

anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian 

internal dari upaya pembangunan secara utuh. 

24. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. 

 

                                  2.  Ketentuan Pasal 3 huruf c diubah sehingga berbunyi   

sebagai berikut: 

   c. sebagai pedoman dalam: 

1) Penyusunan Perubahan Renstra PD; 

2) Penyusunan RKPD; 

3) Penyusunan Renja PD. 
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                                  3.   Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi  sebagai 

berikut: 

(1) Sistematika Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan 

Utara 2016-2021 disusun sebagai berikut: 

 Bab  I Pendahuluan  

 Bab  II Gambaran umum kondisi daerah 

 Bab  III Gambaran keuangan daerah  

 Bab  IV Permasalahan dan isu strategis  

 Bab  V Visi, misi, tujuan, dan sasaran 

       Bab  VI Strategi, arah kebijakan dan program    

pembangunan daerah 

       Bab  VII Kerangka pendanaan pembangunan dan 

program perangkat daerah 

       Bab  VIII Kinerja penyelenggaraan pemerintahan 
daerah 

 Bab  IX Penutup 

                    (2) Sistematika penulisan Perubahan RPJMD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

4.  Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d dihapus, ayat (2) dan 

ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 

bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan 

tahapan dan tata cara penyusunan rencana 

pembangunan Daerah yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan 

bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; dan 

c. terjadi perubahan yang mendasar. 

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b 

tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku 

RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. 

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana 

alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial 

budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, 

atau perubahan kebijakan nasional. 
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                          Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara. 

 

 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 11 Oktober 2018                              

 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

 

 ttdttd 

 

           IRIANTO LAMBRIE 

 

Diundangkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 12 Oktober 2018 
 
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, 

     ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 
 

                                          
 ttd 
                                       

                             SYAIFUL HERMAN 
                                    

 
   LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 11 

  

   NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (11-239/2018) 
    
   NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (11-239/2018) 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara 
Kepala Biro Hukum 

 

 
ttd 

 
 

DJOKO ISWORO, S.H., M.H 

NIP 196209151988031002 

 


